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ABSTRAK  

  

Tanggung jawab mantan suami terhadap mantan isteri dan anak-anaknya setelah 

putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama jika tercantum di dalam 

gugatan dan disetujui oleh Pengadilan Agama maka hal tersebut harus dilaksanakan 

oleh suami. Tetapi jika tidak tercantum dalam gugatan tentang kewajiban suami 

setelah perceraian, berarti setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh majelis hakim, 

tidak ada yang harus diberikan oleh bekas suami terhadap isteri dan anak-anaknya. 

Untuk kewajiban suami yang tercantum dalam gugatan dan disetujui oleh bekas 

suami, maka harus melaksanakan putusan Pengadilan Agama itu dengan sebaik-

baiknya. Tetapi pada prakteknya pelaksanaan untuk memberikan biaya nafkah bagi 

bekas isteri dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya hanya berjalan beberapa waktu 

saja, hal ini akan berhenti sama sekali jika bekas suami tersebut telah menikah lagi. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum 

terhadap istri terkait kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah 

pasca putusan cerai talak. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-

Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

serta Pendekatan Kasus ( Case Aprroach ). Temuan penelitian yaitu perlindungan 

hukum terhadap istri akibat tidak dilaksanakan putusan cerai talak yang ditetapkan 

oleh majelis hakim Pengadilan Agama serta upaya hukum yang harus ditempuh 

apabila suami tidak mampu memenuhi putusan pengadilan agama tersebut 

dikarenakan mengalami kesulitan ekonomi sehingga biaya nafkah iddah dan nafkah 

mut’ah beserta nafkah hadhanah tidak menjangkau terhadap tuntutan dari majelis 

hakim pengadilan agama. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian 

hukum dan kepatutan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri pasca putusan 

cerai talak sehingga menjadi wadah kebenaran hukum dalam menciptakan keadilan. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui pendekatan hukum 

dengan melihat peraturan- peratuan, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin 

hukum. 

 

Kata kunci: nafkah iddah, nafkah mut’ah, cerai talak, perlindungan hukum  
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ABSTRACT 

  

The responsibility of a former husband towards his ex-wife and children after a 

divorce decree issued by the Religious Court, if stipulated in the petition and approved 

by the Religious Court, must be carried out by the husband. However, if the husband's 

obligations after the divorce are not mentioned in the petition, it means that once the 

divorce decree is issued by the panel of judges, the former husband is no longer 

required to provide anything to his ex-wife and children. For the husband's obligations 

that are stated in the petition and agreed upon by the ex-husband, the Religious 

Court's decision must be implemented as best as possible. However, in practice, the 

provision of maintenance for the ex-wife and educational expenses for the children 

typically only lasts for a while, and it will completely stop if the ex-husband remarries. 

The purpose of this study is to understand and analyze the legal protection of the wife 

regarding the husband's obligation to provide iddah maintenance and mut'ah 

maintenance after a divorce decree (talak). This study uses the Legislative Approach, 

Conceptual Approach, and Case Approach. The research findings indicate that the 

legal protection for the wife is impacted when the divorce decree issued by the 

Religious Court panel of judges is not implemented, as well as the legal efforts that 

must be taken if the husband is unable to fulfill the Religious Court's decision due to 

financial difficulties, which result in the inability to meet the maintenance demands 

for iddah, mut'ah, and hadhanah. The benefits of this research are to provide legal 

certainty and fairness concerning the rights and obligations of both husband and wife 

after a divorce decree (talak), thus serving as a foundation for legal truth in achieving 

justice. This study employs a normative legal research method through a legal 

approach by examining laws, legal principles, and legal doctrines.  

Keywords: iddah living, mut'ah living, talak divorce, legal protection  
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